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STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 
 

1. Deskripsi 

Pengabdian kepada  Masyarakat memerlukan sarana dan prasarana. Sarana   adalah   alat   dan  fasilitas 

yang mendukung PPM. Kepala LP3M adalah orang bertanggungjawab atas kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 
2. Tujuan 

a. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan 

b. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat bersifat implementatif dan berdaya guna. 

c. sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang pengabdian pada masyarakat. 

 
 

3. Rasional 

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) hendaknya 

merupakan alat dan media pendukung untuk menjaga mutu PPM. 

 
4. Pernyataan Isi Standar 

a. Pelaksana  dapat  menggunakan  fasilitas  yang terkait  dengan  bidang  ilmu  pada   saat melakukan 

PPM. 

b. Fasilitas harus relevan dengan bidang PPM. 

c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam PPM harus memenuhi standar keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, keamanan bagi pelaksana dan pemberdayaan masyarakat, keamanan 

masyarakat setempat, dan sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk PPM. 

d. LP3M  memiliki  ruang  kerja  pimpinan,   ruang kerja staf, ruang rapat, gudang penyimpanan  hasil 

PPM, lemari, peralatan IT lengkap, dan ATK yang representatif. 

e. LP3M  memiliki  akses  informasi  terkait  PPM kemudian  mempublikasikan hasilnya ke   berbagai 

pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai pada setiap periode 

pelaksanaan. 

 
5. Strategi Pencapaian 

a. Pimpinan universitas menjamin ketersediaan sarana dan prasarana di kantor LP3M 

b. Kepala   LP3M  bekerja   sama   dengan Biro/Unit terkait menyediakan sarana prasarana yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan PPM 



  

c. Kepala LP3M dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan sarana 

prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPM 

d. Kepala LP3M memastikan bahwa sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan 

PPM telah memenuhi standar. 

e. Kepala LP3M berkoordinasi dengan kepala ICT untuk menfasilitasi pengelolaan web LP3M 

f. Kepala LP3M menfasilitasi ketersediaan jurnal 

g. pengabdian secara professional sebagai sarana informasi dan publikasi 

 
 

6. Indikator 
 

No Indikator Tahun 

2019 2020 2021 2022 

1 Sarana PPM sesuai Kriteria LP3M UMMY 50% 55% 60% 70% 

2 Prasarana PPM sesuai Kriteria LP3M UMMY 50% 55% 60% 70% 

 
7. Pihak yang terlibat dan yang bertanggung Jawab 

a. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor I (yang membawahi bidang penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat); 

b. Pihak pelaksana standar: LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat); 

c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor I; 

d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPMI; 

e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I dan LP3M. 

f. Pihak yang terlibat: Kepala Labor dan Kepala ICT 

 
 

8. Dokumen Terkait 

a. Prosedur Operasional Standar atau POS (Standard Operating Procedure atau SOP) PPM 

b. POS sarana dan prasarana PPM 

c. POS Pengadaan Barang 

d. POS Perawatan Fasilitas 

e. POS Manajemen Laboratorium 

f. POS Layanan Sistem informasi 

g. POS Kegiatan praktikum 
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